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Menimbang 

Mengingat 

a. 

OENGAN RAHMAT UHAN YANG MAHA ESA 

babwa 

Jan k 

BUPATI TA lKMALAYA, 

'lam r gka pel- sanaan Re,1cana Pem angunan 
P njang rahun 2 05-2025 p,'r1u men~ usu Rencana 

o me'11 at ran can an kerangka 
e 0 i aer h , ioritas pp.fTlr gun n a el" h , serta 

cana ketj n en 3 T- un O' 2 ; 
b. ahwa berdasar an Pasal 64 Un a ng· Un ang om or 23 

T n 20 4 e tan Pemenntahan aerah se a yai ana telah 
diubah berapa kali, era ir deng n Undan g-Undang 
No r 9 T hun 2 I S ten tang P r bahan edua s Undang
UI d g No a 23 T .l 201 4 ten ffin Pemf'rintahan Oaerah, 

enc na KeJja Pemen ta.1J 0 erah c itetapka n dengan 

c. e tim a nga n se agai a dimaksud 
ada h Url f a dan hur b , p r l meneta p 'an Peraturan 

Bupati T sikm a a ten ang Rene a KE ja Pemerintah 
Oaerah Ka bupaten asikmalaya Tahu 202 J ; 

1. U dang-U nd ornor 4 Tab un 1950 tentang 
Pemben kan Oaerah-{jaer Kabupaten dalam lingkungan 
Provinsi OJ wa B a t (Berita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana tel", diubab dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 4 Tabun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 

mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Oaerah-daerah Kabupaten 
dalam Lingkungan Provinsi Ojawa Barat (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubJik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 292 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5601); 

6 . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVJD- 19) danfatau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional danfatau Stabilitas Sistem Keuangan 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang WiJayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang WiJayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

8. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
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Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
PengeIoIaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran 
Negara RepubJik Indonesia Nomor 6322) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara RepubJik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 10); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana KeIja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 
ten tang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara 
RepubIik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
ten tang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) ; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1781); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 
ten tang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 496); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 
Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64) ; 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 
ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2010 Nomor 22 Seri E); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 
tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan 
Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2010 Nomor 28 Seri E); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 
ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2019 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 237) sebagaimana teJah diu bah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Tahun 2018-2023; 

24. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 38 
Tahun 2021 ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nomor 7 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikrnalaya Tahun 2005-2025 
(Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 
Nomor 7); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Tasikma\aya 2011-2031 (Lembaran Dearah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 
Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Lembaran Daerah Kab u paten Tasikmalaya 
Tahun 2014 Nomor 10); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
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Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2016 Nomor 1); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3) ; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3); 

31. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2021 tentang 
Kebijakan Transisi dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 
Nomor 3); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 . 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasa11 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
2 . Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seJanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah . 
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5. Perangka t Daerah adalah unsur pembantu Bupa ti dalam penyeJenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah 
Dokumen Perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk jangka waktu 5 (Ema ) 
tahun. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Oaerah untuk jangka waktu 20 (dua 
pu\uh) tahun. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah yang selanjutnya disingkat APBO 
adalah rencana keuangan tahunan Oaerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Oaerah. 

10. Kebijakan Umum APBO yang se\anjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang 
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi 
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah program prioritas dan ba tas maksimal anggaran yang diberikan kepada 
perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam 
pen5rusunan ren cana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. 

BAB II 
RENCANA KERJA PEMERlNTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

TAHUN 2022 

Pa sal 2 

(1) RKPO Tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Panjang Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, RPJPO Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2018-2023. 

(2) RKPO Tahun 2022 akan menjadi bagian dari RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021-2026 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

(3) Jangka waktu pelaksanaan RKPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terhitung sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 . 

Pasal3 

(1) RKPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika 
sebagai berikut: 
a . BAB 1 PENDAHULUAN; 
b. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH; 
c. BAB III KERANGKA EKONOMl OAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ; 
d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; 
e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; 
f. BAB VI KlNERJA PENYELENGGARAAN PEMERlNTAH DAERAH; dan 
g. BAB VII PENUTUP. 

(2) RKPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini . 
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Pasa! 4 

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan: 
a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana KeIja 

Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022; dan 
b. pedoman penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPA8 Tahun 

Anggaran 2022. 

BABry 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasa! 5 

Peraturan B pat" ini mula i berlaku pada tanggal d·undangkan. 

Agar se m p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang 
Bup t" m i J engan penempatannya dalam erita Daerah Kabupaten Tas· 

e aturan 
alaya. 

j tapkan di Singaparna 

pada tangga 26 Juni 2 21. 

Diundangk" 1l di 81 gapama 
pada tan!' a l 

M LAYA, 

NT lKMALAYA T HUN 2021 OMOR 41 


